

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



2.1. Demokrasi

2.1.1. Sejarah dan Pemaknaan Demokrasi

Demokrasi dalam sejarah perkembangan peradaban manusia memanglah tidak pernah secara mutlak membawa suatu negara mencapai tujuannya, seperti mengantarkan rakyatnya kedalam kehidupan yang sejahtera, adil, dan Makmur. Karena, demokrasi bukanlah sebagai entitas “tujuan” itu sendiri, melainkan lebih tepatnya sebagai suatu “cara” yakni alat atau cara pandang bangsa yang membawa pada rangkaian proses mencapai tujuan bernegara. Seperti yang disampaikan Pengajar Ilmu Politik Universitas Chengci, Taiwan, Alex Tan dalam TEDx Talks (2018), bahwa demokrasi bukanlah tujuan, melainkan adalah perjalanan yang ditempuh bersama, sebagai warga, sebagai bangsa, dan sebagai negara.
Yunani kuno tepatnya di negara-kota Athena abad ke-6 SM yang dikenal sebagai tempat peradaban pertama ide dan praktik demokrasi dimulai justru menjadi contoh demokrasi yang buruk dan runtuh dengan cepat pada abad ke-4 SM akibat oligarki kekuasaan. Bahkan Socrates, Plato, dan Aristoteles yang mendapat julukan The Gang of Three merupakan ketiga filsuf Yunani kuno paling dikenal di dunia memiliki kritik keras terhadap demokrasi ala Yunani kala itu yang diterapkan secara langsung (direct democracy), demokrasi langsung melibatkan aktif rakyat dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kekuasaan. The Gang of Three mengkritik keras demokrasi tersebut, seperti Socrates yang mengkritik demokrasi
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dalam konteks memberikan suara dalam pemilihan umum adalah suatu keterampilan bukan intuisi secara acak.2 Sementara itu, Plato yang sangat anti dengan prinsip individualisme memandang demokrasi sebagai sistem yang menjunjung tinggi kebebasan individu berpotensi mengakibatkan disintegrasi.3 Sedangkan Aristoteles sebagai pemikir politik yang empiris-realis memandang demokrasi sebagai bentuk yang buruk dari Polity (pemerintahan hukum dan konstitusi), bahkan Aristoteles menyebut demokrasi sebagai mobocracy (pemerintahan segerombolan orang) yang sangat rentan anarkisme.
Terlepas dari kritikan The Gang of Three tersebut, nilai demokrasi itu bersifat dinamis dan terus berkembang, memang mulai pada abad pencerahan posisi demokrasi masih dalam prasangka, Machiavelli (1467-1527) meletakkan demokrasi sebagai sistem terburuk apabila terkekang oleh nilai moral dan etika yang era abad pertengahan sebelumnya diagung-agungkan. Hal tersebut justru menyiratkan adanya nilai demokrasi dalam pemikiran Machiavelli, yakni kebebasan individu (Liddle, et al., 2012). Kemudian, pasca perjanjian Westphalia4 perhatian akan kebebasan individu sebagai salah satu nilai demokrasi semakin populer, seperti pemikiran Jean Jaques Rousseau melahirkan konsep kedaulatan




2 Keterampilan dalam memilih pemimpin menurut Socrates harus diajarkan secara sistematis kepada masyarakat. Mirisnya akhir hayat Socrates yang diadili dengan dipaksa bunuh diri menggunakan racun hemlock pun disebabkan oleh cara demokratis pengadilan Athena karena ia dituduh merusak moral anak muda pada saat itu.
3 Pandangannya ini Plato ungkapkan berdasarkan kekalahan Athena pada 405 SM dalam perang Peloponesos yang menurutnya akibat dari ketidakmampuan demokrasi mencetak penguasa atau pemimpin yang ideal karena dipilih oleh rakyat yang bodoh.
4 Peace of Westphalia atau Perjanjian Westphalia yang ditandatangani pada 24 Oktober 1648 yang merupakan serangkaian perjanjian damai sebagai bentuk akhir perang agama selama 30 tahun di Eropa, perjanjian ini membuka sejarah baru untuk konstelasi politik di Benua Eropa bahkan dunia.
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rakyat5 yang mempertegas definisi sistem demokrasi. Pemikiran Rousseau inilah yang mempengaruhi Revolusi Prancis 1789 dan melahirkan semboyan liberte, egalite, fraternite (bahasa Prancis: kebebasan, keadilan, persaudaraan).
Namun, Revolusi Prancis 1789 yang terkenal menjadi sumber demokrasi Barat, ratusan tahun kemudian dikritik oleh Bapak Proklamasi Indonesia yakni Bung Hatta dalam Demokrasi Kita (1960), bahwa dalam konteks demokrasi di Indonesia tidak cocok dengan demokrasi ala Barat tersebut yang individualis, demokrasi ideal menurut Bung Hatta haruslah bercorak kolektivisme, kebebasan individu dalam demokrasi barat justru menegasikan salah satu nilai dalam semboyan Revolusi Prancis itu sendiri yakni persaudaraan. Ketika semangat Revolusi Prancis hanya bertumpu pada persamaan politik, sedangkan persamaan ekonomi terlupakan sehingga tumbuh subur kapitalisme dalam demokrasi barat. Maka dari itu, demokrasi ideal menurut Bung Hatta untuk menciptakan persaudaraan, perlu adanya keseimbangan antara demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi.
Terdapat dua pendekatan untuk menilai kualitas demokrasi disuatu negara, yakni demokrasi substantif (maximalist approach) dan demokrasi prosedural (minimalist approach). Demokrasi secara garis besar dapat didefinisikan secara sederhana melalui adagium Abraham Lincoln6 yang mendefiniskan bahwa


5 J. J. Rousseau berpandangan bahwa manusia pada dasarnya memiliki derajat yang sama, ia menganjurkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Demokrasi ideal menurut Rousseau adalah bentuk demokrasi langsung, kedaulatan rakyat tidak dapat direpresentasikan, karena apabila hukum atau aturan dibuat oleh orang lain, maka rakyat terlihat seperti budak.
6 Abraham Lincoln adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat yang memiliki peran besar dalam menghapus perbudakan dan mengakhiri perang saudara di negaranya.



demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi tersebut sudah mencakup nilai substansif dan prosedural, frasa “pemerintahan dari rakyat” dan “oleh rakyat” bermakna sebagai demokrasi prosedural, dan frasa “untuk rakyat” bermakna sebagai demokrasi substantif (Kriesi, et al., 2013).
Pemikir demokrasi modern Joseph A. Schumpeter (1942) dalam bukunya “Capitalism, Socialism, and Democracy” bahkan mengganggap demokrasi yang terpenting adalah prosedur atau metode politik dalam memilih pemimpin dan tidak sampai menyentuh esensi yang dicita-citakan, karena kehendak bersama atau kebaikan umum dalam doktrin demokrasi klasik menurutnya tidak ada. Schumpeter menyatakan bahwa metode atau prosedur demokrasi yang utama adalah tentang pelembagaan yang mendukung keputusan politik dengan memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk dapat memilih pemimpin yang secara kompetitif berjuang untuk suara rakyat.7 Inilah yang dikenal sebagai teori demokrasi prosedural.
Konsep demokrasi prosedural tersebut paling umum digunakan, namun demokrasi juga harus dipahami secara substansial untuk menciptakan demokrasi yang sehat, layaknya adagium Hobbes “salus populi suprema lex esto” yang bermakna bahwa kebaikan atau kesejahteraan rakyat haruslah menjadi hukum tertinggi (Spicker, 2008). Konsep ini sangat luas yang menegaskan bahwa


7 Ada tiga syarat pokok teori demokrasi prosedural menurut Schumpeter, Dahl, Huntington, dan konseptor demokrasi prosedural lainnya, sebagai berikut:
Pertama, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu dan kelompok orgranisasi (terkhusus partai politik) untuk memperebutkan kekuasaan efektif secara berkala;
Kedua, partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin ataupun kebijakan.
Ketiga, kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan membentuk dan bergabung ke dalam organisasi.



demokrasi tidak hanya dalam dimensi politik, melainkan juga pada dimensi lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Hal ini selaras dengan pandangan Bung Hatta yang sudah dipaparkan sebelumnnya bahwa demokrasi ideal harus juga mencakup demokrasi ekonomi, tidak hanya demokrasi politik.
2.1.2. Pengertian Demokrasi

Bertolak dari perkembangan makna demokrasi, secara etimologis sendiri demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan padanan dari dua kata, yakni demos yang berarti rakyat dan cratein atau cratos yang artinya kekuasaan dan kedaulatan, sehingga bila digabung bermakna kedaulatan rakyat. Sebagaimana demokrasi pertama dimulai dalam peradaban negara-kota di Athena, Yunani kuno sejak abad ke-6 SM. Pada saat itu demokrasi dipraktikkan berbentuk demokrasi langsung, dimana rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Salah satu pilar demokrasi ada pada prinsip trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, yakni teori pemisahan tiga kekuasaan politik negara: eksekutif (pelaksana undang- undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (kehakiman yang mengawasi pelaksanaan undang-undang). Ketiga kekuasaan ini diwujudkan dalam lembaga negara yang independen saling lepas dan sejajar satu sama lain untuk dapat saling mengontrol dan mengawasi berdasarkan prinsip check and balances (Khairazi, 2015).
Demokrasi pada hakikatnya sebagai suatu sistem bermasyarakat, bernegara, serta pemerintahan yang menekankan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Sehingga dalam



Nurwijayanti dan Prasetyoningsih (2009) berangkat dari konsep Abraham Lincoln, kekuasaan di tangan rakyat dapat mengandung tiga hal, yaitu:
a) Pemerintahan dari rakyat (government of the people), mengandung makna pemerintahan yang legitimasi, yaitu pemerintahan yang mendapat dukungan dan pengakuan dari rakyat;
b) Pemerintahan oleh rakyat (government by the people), berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri dan dalam menjalankan kekuasaannya pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat (social control). Pengawasan dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung melalui perwakilannya di DPR; dan
c) Pemerintahan untuk Rakyat (government for the people), bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan dan didahulukan di atas segalanya.
Menurut Henry B. Mayo dalam Budiardjo (2008) bahwa demokrasi sebagai sistem politik bukan hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga gaya hidup serta tatanan suatu masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi mengandung unsur- unsur moril dan beberapa nilai (values), yang selanjutnya dikenal nilai-nilai demokratis, nilai-nilai itu sebagai berikut:
1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict);



2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society);
3) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (orderly succession of rulers);
4) Membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum (minimum of coercion);
5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
6) Menjamin tegaknya keadilan.

Masih dalam Budiardjo (2008) untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi diatas, perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:
1) Pemerintahan yang bertanggung jawab;

2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;

4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan

5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.
Adapun menurut Nucholis Madjid, yang menjadi pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas tujuh norma sebagai berikut:



1) Kesadaran atas pluralisme;

2) Musyawarah;

3) Pemufakatan yang jujur dan sehat;

4) Kerjasama;

5) Pemenuhan segi-segi ekonomi;

6) Pertimbangan moral; dan

7) Sistem pendidikan yang menunjang.

Konsep kedaulatan rakyat yang ditawarkan demokrasi membuat negara- negara di dunia kini banyak memilih sistem demokrasi dan mayoritas negara tidak ingin dianggap negara yang tidak demokratis, walaupun banyak kritik filsuf politik atas konsep demokrasi, seperti Aristoteles yang menganggap demokrasi sebagai sistem pemerintahan terburuk yang mudah tergelincir pada mobrokasi atau anarki (Sunarso, 2015). Demokrasi kini masih menjadi pilihan terbaik, senada dengan adagium Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah sistem yang paling buruk, tetapi dibandingkan dengan sistem yang ada demokrasi tetap yang lebih baik”. Apalagi sejak penghujung abad ke-20 M akibat pasca perang dingin (1947-1991) yang merenggut Hak Asasi Manusia (HAM) membuat banyak negara berharap akan perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran. Apalagi berdasarkan penelitian V-Dem Institute (2018), dalam dimensi penegakkan HAM, negara penganut sistem demokrasi memiliki skor penegakkan HAM yang lebih tinggi. Adapun penelitian lain dari V-Dem (2019) memperoleh realitas bahwa warga negara yang tinggal di negara demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi (Ilham, 2020). Ini



menunjukkan bahwa konsep demokrasi dewasa ini membawa realitas kehidupan peradaban manusia kearah positif.
2.1.3. Demokrasi Pluralis

Varian dari teori demokrasi begitu banyak, penulis perlu memfokuskan agar relevan dengan penelitian ini, sehingga penulis melalui konsep dasar demokrasi dari Carol C. Gould dalam Nurtjahjo (2006) yang mengklasifikasikan teori demokrasi menjadi tiga model, yakni:
a) Model demokrasi individualisme;

b) Model demokrasi pluralisme; dan

c) Model demokrasi sosialisme holistik.

Penelitian ini akan mengaitkan teori demokrasi dengan pembahasan konsep federalisme, maka penulis memilih teori model demokrasi pluralis. Karena demokrasi pluralis menggambarkan sistem politik dengan kekuasaan yang tidak terpusat, memiliki lebih dari satu pusat kekuatan (TheFreeDictionary, 2010).
Teori demokrasi kaum pluralis muncul dari model pemikirian tulisan seperti Madison, Dewey, Schumpeter, Dahl, dan Beserlon. Teori ini merupakan kebalikan dari model demokrasi individualisme yang mengedepankan kepentingan individu- individu yang saling lepas. Sedangkan pluralisme memusatkan perhatian pada konteks kepentingan kelompok sebagai wadah agregasi dari kepentingan individual, hal ini akan memunculkan konflik dalam proses politik. Sehingga, demokrasi politik dalam hal ini dipersepsikan sebagai konflik untuk mendapatkan keseimbangan sosial (Nurtjahjo, 2006).



Istilah pluralisme sendiri berasal dari kata bahasa latin pluralis yang berarti plural, jamak atau suatu hal yang lebih dari satu. Konteks definisi pluralisme tersebut meliputi pengertian: Pertama, keberadaan sejumlah kelompok orang dalam satu masyarakat yang berasal dari ras, agama, pilihan politik dan kepercayaan yang berbeda; kedua, suatu prinsip bahwa perbedaan tiap kelompok dapat hidup bersama secara damai dalam satu masyarakat (Sumbulah, 2013). Berdasarkan Webster’s Revised Unabridged Dictionary (1913+1828) definisi pluralisme adalah tentang dua hal, yakni: pertama, hasil atau keadaan menajdi plural; kedua, keadaan seorang pluralis yang memiliki lebih dari satu tentang keyakinan. Kemudian menurut Anton
M. Moeliono (1990), mendefinisikan pluralisme sebagai suatu pemaknaan jamak atau tidak satu seperti keberagaman budaya dalam masyarakat. Namun, pemaknaan pluralisme sekedar pengakuan ataupun penerimaan masyarakat majemuk dibantah oleh Moh. Shofan, menurutnya seorang pluralis bukan sekedar mengakui perbedaan tetapi harus terlibat aktif dan berinteraksi secara positif dalam masyarakat yang majemuk (Biyanto, 2009: 173).
Adapun, pemaknaan pluralisme yang lebih luas juga dikemukakan oleh seorang pimpinan Pluralism Project Havard Diana Eck membagi tiga garis besar konsep pluralisme, yakni:
1) Active Engagement atau keterlibatan aktif pada realitas keberagaman;

2) Constructive	Understanding,	yakni	upaya	membangun	pemahaman konstruktif; dan
3) Commitment	Linkage,	yakni	upaya	pertautan	komitmen	antara partikularitas-partikularitas keberagaman (Mahmudin, 2018).



Dengan kata lain Diana Eck menekankan definisi pluralisme sebagai suatu bahasan tentang dialog, toleransi, dan komitmen dalam keberagaman.
Kembali pada teori demokrasi pluralis, teori pluralisme dalam demokrasi sendiri dicetuskan oleh Robert Alan Dahl seorang ahli Ilmu Politik terkenal asal Amerika. Dahl merupakan seorang pluralis yang mendalami teori demokrasi secara kritis, Dahl (1989) menekankan bahwa kekuasaan yang demokratis adalah kekuasaan yang disebar pada pelbagai macam kelompok kepentingan, yang tujuannya agar tidak ada satu kelompok yang paling mendominasi dan mengklaim sebagai yang paling mewakili rakyat secara keseluruhan. Dahl mengutip karya James Madison dalam Federalist Paper No. 10, ia setuju dengan Madison yang menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya terbagi-bagi dalam faksi yang berpotensi timbulnya konflik, realitas faksionalisasi ini paling mungkin untuk dihadapi, bukan malah mereduksinya.
Secara historis pluralisme berasal dari tradisi khas dan abadi dalam praktik demokrasi di Amerika Serikat. Amerika Serikat memilih menerapkan demokrasi liberal dari sekian banyak konsep demokrasi, demokrasi liberal di Amerika Serikat mengarah pada teori demokrasi pluralis atau pluralisme demokrasi. Demokrasi pluralis Robert Dahl (1985) mengacu pada pluralisme organisasi yakni adanya pluralitas organisasi atau subsistem yang secara relatif bersifat otonom di dalam wilayah suatu negara. Menurutnya, negara yang dianggap menerapkan demokrasi pluralis diukur dari dua ukuran minimal (tingkat kompetisi dan partisipasi), yakni:
a) Seberapa tinggi tingkat konstestasi, kompetisi, atau oposisi yang memungkinkan (liberalisasi); dan b) Seberapa banyak kesempatan berpartisipasi yang diperoleh



warga negara dalam kontestasi politik itu (inclusiveness). Tingkat kompetisi dan partisipasi yang dimaksud Dahl ialah melalui pemberian otonomi yang luas pada kaum minoritas (Ratnawati dan Dwipayana, 2005; Sholikin, 2021).
Dahl mengenalkan konsep poliarkhi untuk istilah demokrasi pluralisnya, istilah poliarkhi yang notabene telah digunakan filsuf terdahulu, oleh Dahl ditegaskan ulang secara komprehensif untuk menciptakan konsep demokrasi tingkat akhir. Dahl (1984) dalam perspektif sebuah rezim, membedakan Poliarkhi dari rezim-rezim lain dengan adanya tujuh institusi:
1) Adanya hak pilih yang didistribusikan secara luas dan universal;

2) Hak yang lebih luas untuk dapat maju menduduki jabatan publik;

3) Pemilu yang adil;

4) Perlindungan ekstensif terhadap kebebasan berekspresi, termasuk kritik terhadap pemerintah;
5) Adanya akses terhadap sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli;
6) Kebebasan membentuk dan bergabung dengan organisasi yang otonom, termasuk partai oposisi; dan
7) Respon yang tinggi dari pemerintah kepada pemilih dan hasil pemilu.

Dahl menganggap konsep poliarkhi ini sebagai sistem politik suatu negara yang dapat memenuhi tingkat inklusif dan liberalisasi yang tinggi kepada warganya.
Namun, Dahl (1989) mengakui bahwa tidak semua negara mampu menerapkan poliarkhi, ia menjelaskan beberapa kondisi-kondisi yang kondusif untuk terselenggaranya poliarkhi. Kondisi-kondisi tersebut diantaranya: a) tingkat



rata-rata kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi; b) keragaman dalam berbagai elemen; c) populasi urban yang besar; d) banyaknya kelompok kepentingan; e) budaya politik yang cenderung pluralis; dan f) bebas dari intervensi asing yang anti-pluralis.
Pluralisme sebagai upaya demokratisasi juga memiliki sejumlah dilema, seperti yang diungkapkan Dahl dalam buku yang berjudul Dillemas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control (1982), setidaknya ada enam dilema dalam penerapan demokrasi pluralis menurut Dahl, yakni:
1) Hak versus utilitas, dalam penerapan demokrasi pluralis sering terjadi tarik-menarik antara prinsip hak dengan utilitarianisme8. Prinsip utilitas yang mengedepankan kebermanfaatan demi kebaikan dan kesejahteraan, disaat yang sama prinsip hak (bahkan terkadang HAM) seorang individu terabaikan.
2) Masyarakat yang lebih eksklusif versus lebih inklusif, sebuah masyrakat dapat dikatakan demokratis apabila terbentuk dalam inklusivitas. Namun dalam praktik dan realitanya setiap masyarakat berasal dari entitas eksklusif, tidak peduli seperti apa masyarakat itu dan seberapa besar masyarakat, termasuk seluruh manusia didalamnya. Kejengahan semua teori normatif dalam demokrasi yang memaksakan batasan masyarakat





8 Utilitarianisme merupakan teori etika normatif dengan ide dasarnya adalah untuk memaksimalkan utilitas atau yang biasa didefinisikan dengan istilah utilitas. Jeremy Bentham pencetus dari teori ini, mendefinisikan utilitas sebagai karakter dalam berbagai objek yang menghasilkan keuntungan, kesenangan, kebaikan, manfaat, kebaikan dan sebaliknya mencegah adanya kerusskan, rasa sakit, kejahatan, dan ketidakbahagiaan kepada pihak yang dipertimbangkan kepentingannya.



primordial atau historis pada bentukan apa yang dikenal sebagai bangsa atau negara kini.
3) Persamaan antar individu versus persamaan antar organisasi, persamaan suara merupakan prinsip dasar dari demokrasi, memusatkan pada manusia, individu, perorangan. Kecuali ketika keberadaan asosiasi, organisasi, negara bagian atau provinsi diberikan kesetaraan suara. Ini artinya ada konflik dari prinsip dasar, terjadinya kepincangan hak suara individu dimana terkadang secara sepihak persamaan suara organisasi dipertanyakan legitimasinya.
4) Uniformitas versus diversitas, pengakuan terhadap diversitas (keberagaman) atau perbedaan memberikan implikasi penting dalam iklim demokrasi. Menjadi dilema ketika tidak semua diversitas atau perbedaan membawa konsekuensi yang baik hingga berpotensi terjadinya diskriminasi. Sedangkan ketika uniformitas (keseragaman) atau persamaan lebih banyak diterapkan akan berpotensi hilangnya identitas banyak kelompok akibat penyeragaman.
5) Sentralisasi versus desentralisasi, dilema antara kekuasaan politik yang sentralistis dengan terdesentralisasi menyisakan keadaan yang kompleks. Desentralisasi sebagai upaya penurunan kontrol atas subsistem oleh pusat yang dapat mempersingkat komunikasi dan mereduksi pekerjaan di pusat. Namun, disisi lain desentralisasi dapat menyebabkan timbulnya ‘raja-raja baru’ di tingkat subsistem atau lokal.



6) Pemusatan versus penyebaran kekuatan dan Sumber-Sumber Politik, pada akhirnya variabel-variabel dilema diatas menjadi uniformitas dengan sentralisasi membawa pada concentration of power (pemusatan kekuasaan) dan sumber-sumber politiknya; versus diversitas dengan desentralisasi membawa pada penyebaran kekuasaan dispersion of power (penyebaran kekuasaan) dan sumber-sumber politiknya. Dilemanya ketika tidak semua benar-benar memihak pada dispersi, sehingga menciptakan premis: a) keinginan menegakkan kebijakan yang seragam (beraturan), b) keseragaman tidak dapat dicapai tanpa sentralisasi, dan c) sentralisasi memerlukan pemusatan kekuasaan dan sumber daya. Kebijakan seragam dan konsentrasi kekuasaan memiliki keuntungan namun juga memiliki resiko yang besar, hal inilah dilema yang tidak bisa dihindarkan oleh warga dan penguasa di suatu negara demokratis.
Karena demokrasi sebagai sistem politik, kita lihat konsep pluralisme secara umum dalam politik seperti menurut Nusaid (2021) setidaknya terdapat lima konsep dasar pluralisme politik, yaitu:
1) Kritik terhadap monisme negara yang lebih sering diekspresikan melalui doktrin sistem pemerintahan terpusat;
2) Memberikan nilai pada otonomi kelompok, organisasi, aktivitas, serta keanekaragaman yang ada di dalamnya (Hsiao, 1927 ; Nicholis, 1975);
3) Pluralis percaya bahwa konflik kelompok sering terjadi dalam masyarakat yang kompleks;



4) Adanya perdebatan mengenai kegunaan pemeriksaan institusional ataupun sosial serta keseimbangan mekanisme untuk mencegah terjadinya “state monism”; dan
5) Menyadari adanya bahaya diantara masyarakat, ketika kepentingan peribadi merupakan motif yang dominan dan ikatan tradisional sosial juga sering absen (Dunleavy, Patrick and O’leary, Brendan, 1998).

Pada poin kesatu dapat secara spesifik menjadi salah satu permasalahan untuk menganalisis penelitian ini, karena membahas bentuk negara federal yang notabene antitesis dari sistem pemerintahan terpusat.

2.1.4. Demokrasi di Indonesia

Sejak awal berdirinya negara Indonesia para founding fathers mencita- citakan demokrasi berdasarkan Pancasila, namun mengenai sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan sehingga masih terus berkembang hingga kini. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit Indonesia menganut demokrasi konstitusional, terdapat nilai pokok dari demokrasi konstitusional dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan negara dijelaskan bahwa:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat).

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).
2. Sistem Konstitusional.



Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
Adapun ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya (Budiardjo, 2008).
Melihat realitas Indonesia pasca reformasi membawa semangat demokratisasi setelah belajar dari pengalaman varian demokrasi masa lalu yang buruk, seperti era Orde Lama yang menerapkan Demokrasi Parlementer (1945- 1959) hingga Demokrasi Terpimpin (1959-1965), kemudian era Orde Baru yang berusaha menjunjung tinggi dasar negara dengan menerapkan Demokrasi Pancasila (1966-1998). Namun, semua demokrasi sebelum reformasi tersebut selalu mengarah kepada sentralistik kekuasaan (Purnaweni, 2004). Sehingga ada perubahan fundamental pasca reformasi dalam amandemen ketiga UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) menjadi berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan ini memperkuat kedudukan rakyat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, dimana sebelumnya kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR.9
Oleh karena itu, dengan semangat reformasi berusaha menghapus kekuasaan sentralistik tersebut, setidaknya melalui UUD NRI 1945 sebagai


9 Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 sebelum diamandemen berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”, yang berkonotasi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sekaligus pemegang satu-satunya pelaku dan pelaksana kedaulatan rakyat. Pasal ini di era Orde Baru dimanfaatkan oleh rezim Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan.



konstitusi Indonesia pasca reformasi telah diamandemen sebanyak empat kali, perubahan paling fundamental seperti dalam amandemen kedua tahun 2000 pasal 18 tentang konsep negara kesatuan yang didesentralisasi10 dan amandemen ketiga tahun 2001 Pasal 6 tentang pemilihan Presiden secara langsung11. Dua perubahan fundamental pendukung terlaksananya demokrasi ini ternyata hingga 20 tahun lebih berjalan masih sebatas demokrasi prosedural, baru berhasil menghadirkan dan mengfungsikan sistem dan lembaga demokrasi, tetapi belum mampu secara kualitas menjalankan demokrasi substansial.
Apalagi melihat realitasnya kini sejak penerapan pemilu langsung pertama tahun 2004 hingga terakhir tahun 2019 kekuasaan pemerintahan di Indonesia masih tidak bisa lepas dalam ‘bayang-bayang’ kekuasaan oligarki, bahkan masih banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat bersifat otoritarianisme tidak merepresentasikan keinginan rakyat akibat kurangnya partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan. Permasalahan ini menurut peneliti tidak hanya terletak dari permasalahan kualitas pemilu langsung yang tidak menjamin menghasilkan pemimpin kredibel, seperti banyak penelitian-penelitian terdahulu (Noor, 2018). Tetapi juga ada pengaruh sistem politik yang kurang tepat untuk mewujudkan demokrasi substantif, dalam


10 Amandemen pada Pasal 18 UUD NRI 1945 dikembangkan menjadi tiga pasal yakni Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Amandemen ini untuk menegakkan otonomi pemerintah daerah menuju sistem desentralisasi dengan tegas dalam Pasal 18 ayat 5 berbunyi “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.
11 UUD NRI 1945 Pasal 6 sebelum amandemen berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”, pasal ini menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR yang dianggap oleh para reformis menciderai kedaulatan rakyat dan rawan dicurangi seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Sehingga dalam amandemen ketiga UUD NRI 1945 Pasal 6 diubah dan ditambah Pasal 6A yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, pasal ini menjadi gerbang awal pelaksanaan demokratisasi yang sepenuhnya ditangan rakyat dalam pemilihan umum langsung.



hal ini peneliti fokus pada praduga bentuk susunan negara kesatuan yang kembali dipertahankan pasca reformasi, negara kesatuan masih sulit lepas dari paradigma pemerintahan yang sentralistik seperti realitasnya yang sudah sedikit dijelaskan pada bab pendahuluan. Pasca reformasi sebenarnya Indonesia mulai menganut sistem desentralisasi demi menegakkan otonomi di daerah. Namun, sistem desentralisasi di Indonesia sampai saat ini belum jelas arahnya kemana, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah demi pemerataan pembangunan seakan ditarik ulur oleh kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten, pemerintah daerah dan masyarakat lokal banyak yang merasa diperlakukan tidak adil.12
Sistem desentralisasi di Indonesia tidak diperkuat oleh peran legislatif yang kuat, amandemen ketiga UUD NRI 1945 Indonesia justru mengadopsi gagasan parlemen/legislatif dua kamar atau bikameral yang lemah. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tidak seimbang, kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas (Asshiddiqie, 2004).
Berangkat dari permasalahan tersebut, demokrasi Indonesia dengan republiknya yang menjunjung tinggi kehendak orang banyak ternyata masih


12 Realitas terbaru yang peneliti temukan seperti kasus Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengeluhkan kepada pemerintah pusat tentang dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat dianggap tidak adil. Kemudian polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dianggap banyak masyarakat untuk mengelabui regulasi UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkostitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK), seperti Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Satria Unggul Wicaksana menganggap penerbitan Perppu Ciptaker tersebut adalah tidak tepat dan pemerintah dianggap hanya sibuk melegitimasi kekuasaan melalui cara yang salah terkait adab konstitusional. Isi Perppu ini juga dianggap tidak ada bedanya dengan UU Ciptaker yang dianggap masyarakat hanya menguntungkan pebisnis. Terbitnya Perppu ini memperlihatkan kesewenangan pemerintah pusat yang bersifat sentralistik dan mengabaikan partisipasi rakyat secara umum dan terkhusus yang terdampak dari kebijakan ini.



terhambat oleh praktik sentralistik kekuasaan dalam bingkai negara kesatuan bersistem desentralisasi. Maka peneliti mencermati konsep desentralisasi yang lebih penuh ditemukan pada gagasan federalisme, dengan derajat sentralisasi negara federal lebih rendah dari negara kesatuan (Utomo, 2012). Sehingga, peneliti berusaha mencari rasionalitas gagasan federalisme, apakah bisa menjadi solusi atas permasalahan praktik desentralisasi dalam negara kesatuan di Indonesia yang belum optimal dalam pemerataan pembangunan di pelbagai daerah demi menyukseskan demokrasi ekonomi untuk rakyat.

2.2. Bentuk dan Susunan Negara

Tidak ada istilah khusus untuk menginterpretasikan apa yang disebut bentuk negara (staats-vorm). Tetapi dalam artikel berjudul “Pengertian bentuk negara dan bentuk pemerintahan” yang dilansir butew.com menurut Henri (2018), bahwa bentuk negara merupakan susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara (daerah atau penduduk pemerintahan), atau dengan kata lain bahwa bentuk negara itu membicarakan tentang dasar negara, susunan dan tata tertib suatu negara yang berhubungan dengan organ tertinggi dalam suatu negara tersebut serta kedudukannya masing- masing organ tersebut dalam kekuasaan negara. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sederhananya bentuk negara adalah tentang corak organisasi negara.
Seringkali bentuk negara disamakan dengan yang namanya bentuk pemerintahan, padahal dalam hal pembagian kekuasaan ada perbedaan yang cukup mencolok. Pada bentuk pemerintahan ialah hal yang menjelaskan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja dengan tidak menyinggung struktur



daerah maupun penduduknya. Dengan kata lain bahwa bentuk pemerintahan tersebut menggambarkan bekerjanya organ-organ tertinggi sejauh organ-organ itu mengikuti ketentuan yang tetap.
Agar lebih paham perbedaan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Sederhananya menurut Nur El Ibrahim (2010), bahwa apabila kita berbicara mengenai bentuk negara maka tengah membicarakan bagaimana sifat atau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah (hubungan secara vertikal). Carl J. Friedrich dalam Budiardjo (2008) menyebut kekuasaan vertikal sebagai bentuk kekuasaan secara teritorial (territorial division of power). Hubungan ini biasanya mengenai perbandingan pembagian kekuasaan antara negara kesatuan, neggara federal, serta konfederasi. Sedangkan, apabila berbicara mengenai bentuk pemerintahan, maka artinya juga tengah membicarakan mengenai kekuasaan secara horizontal, yakni khususnya seputar hubungan dalam konsep Trias Politica, antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Menurut George Jellinek dalam Busroh (2015) sebagai bapak Ilmu Negara dalam bukunya Allgemeine Staatslehre, berdasarkan pembentukan kemauan negara, bentuk negara dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Kerajaan (Monarchie), apabila cara pembentukan kemauan negara itu ditentukan oleh seorang saja maka terjadilah Monarchie; dan
2) Republik, apabila kemauan negara itu ditentukan oleh dewan (lebih dari seorang) maka terjadilah Republik.
Negara Indonesia sendiri sejak menjelang perumusan kemerdekaan, para

founding   farthers   dalam   sidang   BPUPKI   telah   memilih   bentuk   republik



dibandingkan kerajaan, Bentuk republik telah disadari oleh mayoritas anggota BPUPKI dinilai demokratis dan lebih sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia. Dalam pemungutan suara 55 anggota BPUPKI memilih bentuk republik dan 6 sisanya memilih bentuk kerajaan. Pada akhirnya tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1): “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Dan bentuk republik hingga saat ini tidak berubah dan masih terus dipertahankan, hanya saja untuk bentuk negara kesatuan Indonesia sempat goyah dan pernah menganut bentuk negara federal yang diterapkan dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 (Budiardjo, 2008).
Bentuk negara dalam teori-teori modern berdasarkan susunan atau bangunan negara, biasanya ditinjau dalam segi susunan berupa negara yang bersusun tunggal dan bersusun jamak. Dalam hal ini teori modern memandang ada dua bentuk negara yang penting, yakni bentuk negara yang berupa negara kesatuan (unitarisme) yang bersifat tunggal dan negara serikat (federasi) yang bersifat jamak. Berikut bentuk negara menurut paham modern (lihat Gambar 2.1.).



Gambar 2.1.

Bentuk Negara dan Pemerintahan dalam Paham Modern
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Sumber: https://pemerintah.net/bentuk-negara/, (telah diolah kembali)



Selanjutnya, mari kita kulik perbedaan antara konsep negara kesatuan dan negara serikat atau federal, sebagai berikut.
2.2.1. Negara Kesatuan

Dimuat dalam Miriam Budiardjo (2008), negara kesatuan menurut

C.F. Strong: “Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat.” Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Tetapi pemerintah pusat bisa mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi,



kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat.
Sementara itu, menurut Abu Daud Busroh (1990) menyatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal artinya tidak ada negara di dalam negara, hanya ada satu pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam negara tersebut. Dalam negara kesatuan, ada dua macam sistem pemerintahan, yakni sebagai berikut:
a) Negara Kesatuan bersistem sentralisasi

Pada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi seluruh urusan dalam negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, sementara daerah akan menjalankan instruksi dari pemerintah pusat tersebut. Adapun keuntungan dan kerugian dari negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.
Keuntungan sistem sentralisasi:

1) Adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;

2) Adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya; dan
3) Penghasilan di daerah dapat digunakan untuk kepentingan nasional atau seluruh wilayah negara.
Kerugian sistem sentralisasi:

1) Bertumpuknya	pekerjaan	pemerintah	pusat,	sehingga	sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;



2) Peraturan atau kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan atau kebutuhan daerah;
3) Daerah-daerah lebih bersifat pasif, dengan menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan yang demokratis; dan
4) Rakyat di daerah kurang mendapat kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya; dan
5) Keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

b) Negara Kesatuan bersistem desentralisasi (otonomi)

Pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang disebut daerah otonom. Adapun keuntungan dan kerugian dari negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
Keuntungan sistem desentralisasi:

1) Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
2) Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
3) Tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintah dapat berjalan lancar;
4) Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat; dan
5) Penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh negara.



Sementara kerugian dari negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ialah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan di setiap wilayah negara.
Secara umum, negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Masing-masing hanya terdapat satu UUD, kepala negara, legislatif, dan kabinet;
2) Kedaulatan yang bersifat ke dalam dan ke luar harus berdasarkan kehendak pemerintah pusat; dan
3) Hanya memiliki satu kebijakan berkaitan dengan masalah politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, serta keamanan.
2.2.2. Kelebihan Bentuk Negara Kesatuan

Bentuk negara kesatuan menjadi susunan organisasi pemerintah paling banyak digunakan di dunia, karena menawarkan keunggulan yang superior dengan segala kebaikannya. Berikut secara garis besar kelebihan bentuk negara kesatuan:
a) Kokohnya Integrasi Kekuasaan

Integrasi kekuasaan dalam sistem negara kesatuan begitu kokoh, dengan adanya satu komando mengontrol kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berada di pusat.
b) Pengambilan Keputusan Relatif Cepat

Keputusan pemerintah pusat yang sulit diganggu gugat membuat aturan, hukum, hingga kebijakannya dapat dengan mudah diterapkan tanpa hambatan. Karena tidak ada kewenangan pemerintah daerah untuk



menghalangi atau mengintervensi keputusan yang dilakukan dipusat, bahkan mengenai kebijakan di daerah juga masih merupakan tanggung jawab bersama.
c) Nasionalisme Bangsa yang Kokoh

Keseragaman dalam negara kesatuan meminimalisir budaya primordialisme13, sehinggga bangsa di negara kesatuan lebih mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan lokal.
2.2.3. Kekurangan Bentuk Negara Kesatuan

Namun, tidak ada sistem yang sempurna, ada beberapa paradoks yang cukup signifikan jika dilihat secara keseluruhan yang harus diperhitungkan dalam konsep negara kesatuan. Berikut kekurangan dari bentuk negara kesatuan:
a) Minimnya Kewenangan Pemerintah Daerah

Walaupun pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan yang didesentralisir), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat (Budiardjo, 2008).
b) Kurang Akomodatif Terhadap Kepentingan Daerah

Akibat terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, kepentingan daerah yang masih menjadi tanggung jawab bersama (pemerintah daerah dan pemerintah pusat) terkadang menimbulkan kesalahpahaman pada tahap


13 Primordialisme menurut Robushka dan Shepsle merupakan loyalitas yang berlebihan terhadap budaya subnasional, seperti kedaerahan, suku, agama, ras, dan sebagainya.



akhir pengambilan keputusan yang tidak sesuai kebutuhan dan keinginan daerah.
c) Pemerataan Pembangunan Sulit Terjadi

Pemerataan bisa saja terjadi di negara kesatuan ketika suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah dapat diterima dengan baik. Namun, dengan adanya penyeragaman kebijakan di negara kesatuan ditengah perbedaan dan keunikan yang ada di daerah terkadang kebijakan tidak tepat sasaran, apalagi ketika kinerja pemerintah pusat yang buruk menyebabkan kepentingan daerah tidak tertangani dengan baik.
2.2.4. Negara Federal

Apabila dilihat dari asal-usul kata federasi berasal dari bahasa latin, yakni “feodus” yang artinya liga. Seperti halnya liga negara-negara kota yang otonom pada zaman Yunani Kuno yang dapat dianggap sebagai awal mula penerapan konsep negara federal. Adapun bentuk modern dari pemerintahan federal berasal dari pengalaman konstitusi negara Amerika Serikat (Rudolph, 1996; Sari, 2015).
Bentuk negara federal atau serikat adalah bersusun jamak, kedaulatan atau kekuasaan dibagi sedemikian rupa dengan adanya kedaulatan nasional (yang biasa dikenal dalam federalisme disebut pemerintah federal) dan kedaulatan negara bagian atau daerah. Dalam buku karya Soehino (2000) yang berjudul “Ilmu Negara”, menjelaskan apa yang dimaksud negara federasi, bahwa “Negara federasi adalah negara yang bersusun jamak, maksudnya negara ini terdiri dari beberapa negara yang



semula negara tersebut telah berdiri sebagai negara yang berdaulat, yang mempunyai Undang-Undang Dasar dan pemerintahan sendiri. Tetapi karena terdapat suatu kepentingan, maka negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja sama yang efektif dalam rangka mengakomodir kepentingan bersama. Negara-negara yang menggabungkan diri ini dikenal dengan sebutan “negara bagian” seperti di Amerika Serikat dan Australia, “lander” di Jerman, “canton” di Swiss, ataupun “provinsi” di Kanada. Negara bagian memiliki wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahannya masing-masing, disamping ada beberapa urusan yang diatur bersama dalam skala nasional yang biasa dikenal dengan “pemerintah federal” (Zeigler, 1990; Soehino, 2000).
Menurut K.C Wheare dalam bukunya Federal Government: “Prinsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain.” Artinya, menurut Miriam Budiardjo (2008) mengenai hubungan luar negeri atau mencetak uang, pemerintah federal sama sekali bebas dari campur tangan pemerintah negara bagian, sedangkan dalam hal kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya, pemerintah negara bagian biasanya bebas dengan tidak adanya campur tangan dari pemerintah federal (Budiardjo, 2008).
Sementara itu, negara federasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni Negara Federasi atau Serikat (Bondstaat) dan Perserikatan Negara atau Konfederasi (Statenbond). Perbedaan kedua jenis ini, menurut George



Jellinek, bahwa pada negara serikat, ukuran yang dipakai adalah pada letak kedaulatan tersebut. Apabila kedaulatan negara terletak pada federasi, maka negaranya disebut sebagai negara serikat (Bondstaat). Sedangkan, apabila kedaulatan negara tersebut terletak pada negara-negara bagian, maka yang demikiran disebut Perserikatan Negara (Staten Bond) (Budiardjo, 2008).
Memerlukan setidaknya dua syarat untuk membentuk suatu negara federal menurut C.F. Strong, sebagai berikut:
1) Adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu; dan
2) Keinginan unit-unit federasi membentuk persatuan (union) bukan kesatuan (unity).
David Solomon memberikan ciri-ciri bentuk negara federal, sebagai berikut:
1) Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara bagian dalam berhubungan negara-negara lain;
2) Pemerintah dibagi diantara pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah negara bagian, kecuali ditentukan lain oleh konstitusi, masing-masing mempunyai kedaulatan tersendiri;
3) Kedaulatan diantara pemerintah pusat dengan pemerintahan negara bagian diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintahan berpengaruh langsung terhadap warga negara; dan
4) Biasanya, terdapat badan peradilan yang berfungsi sebagai penengah.



Bicara mengenai konsep negara federasi terkadang disamakan dengan negara kesatuan bersistem desentralisasi. Padahal, ada perbedaan mendasar, yakni terletak pada asal muasal otonominya, dimana negara bagian pada federalisme merupakan otonomi asli, sedangkan otonomi pada negara kesatuan sistem desentralisasi adalah pemberian dari pemerintah pusat.
Diskursus tentang gagasan federalisme di Indonesia hingga kini masih sulit diterima, banyak prasangka terhadap gagasan ini akibat trauma masa RIS dahulu. Oleh karena itu, federalisme di era reformasi pun kembali ditentang banyak pihak, tetapi Bangsa Indonesia dengan semangat reformasi setidaknya telah sadar akan dampak negatif sentralisme yang dilakukan rezim masa Orde Baru. Sehingga, tokoh-tokoh reformasi sepakat menerapkan desentralisasi pemerintahan demi menegakkan otonomi daerah.
2.2.5. Kelebihan Bentuk Negara Federal

Walaupun negara yang menganut bentuk negara federal lebih sedikit, tetapi jumlah persebaran negara federal juga banyak dapat menyeimbangi penganut negara kesatuan (Soemantri, 1981). Apalagi banyak negara penganut negara federal adalah negara-negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, seperti Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Australia, India, dan sebagainya. Berikut kelebihan bentuk negara federal:



a) Mudahnya Mewujudkan Kebijakan Good Governance14

Pembagian kekuasaan vertikal yang dibagi sedemikian rupa dalam konsep negara federal, negara bagian dapat dengan mudah berinovasi dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang ada di daerah, tanpa intervensi pemerintah pusat atau negara federal yang kurang dalam memahami permasalahan yang ada di daerah (Down, 2011).
b) Membuka Kekuasaan

Federalisasi adalah strategi yang paling tepat untuk membuka kekuasaan yang tertutup. Maksudnya, dalam praktik politik yang demokratis biasanya dipahami sebagai proses merealisasikan kekuasaan yang terbuka dalam kehidupan bernegara dan bagaimana cara mengembangkan tatanan lembaga untuk meminimalisir terjadinya ketertutupan atau obskurantisme kekuasaan. Negara federal sangat memungkinkan kekuasaan yang terbuka, ketika negara federal menghargai otonomi dan kemandirian lembaga pemerintahan lokal (Panggabean, 1998).
c) Manajemen Konflik

Desentralisasi yang cukup tegas dalam negara federal memberikan banyak solusi yang berbeda sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan


14 Menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakan yang berjudul “Governance for Sustainable Human Development” (1997) bahwa good governance adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Terdapat tiga model tata kepemerintahan yang baik menurut UNDP, yakni: 1) Political Governance yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan (policy/strategy formulation); 2) Economic Governance yang meliputi proses pembuatan kebijakan yang berlandaskan pada equity (kekayaan), proverty (property), quality of life (kualitas hidup); dan 3) Administrative Governance yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan.



negara bagian masing-masing. Sehingga konflik dapat lebih mudah diselesaikan dengan baik. Apalagi, karena negara federal dapat meningkatkan partisipasi warga negaranya dalam pengambilan suatu keputusan nasional, melalui sistem parlemen bikameral warga negara merasa lebih terlibat dalam keputusan dan merasa lebih dekat dengan pemerintah.

2.2.6. Kekurangan Bentuk Negara Federal

Banyaknya negara di dunia yang lebih memilih bentuk negara kesatuan dibandingkan negara federal, termasuk negara Indonesia mungkin karena adanya kekurangan-kekurangan dari bentuk negara federal, sebagai berikut:
a) Konflik Otoritas

Berbagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian ternyata juga menimbulkan paradoks yakni duel legitimasi, terkadang menyebabkan tumpang tindihnya pekerjaan dan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa. Kewenangan negara bagian juga dapat menghalangi kebijakan ataupun aturan hukum nasional dengan menantang pemerintah federal di pengadilan. Sehingga dalam pengambilan keputusan cenderung lamban.
b) Potensi Munculnya Raja-Raja Kecil di Negara Bagian

Kekuasaan pemerintah negara bagian yang kuat memberikan kesempatan pemerintah daerah atau negara bagian sebagai daerah otonom untuk dapat menikmati sumber daya alam daerahnya tanpa perlindungan



Undang-Undang Perimbangan Keuangan (Soemantri, 1981). Hal ini juga menimbulkan penyelewengan kewenangan pemerintah daerah atau negara bagian yang berpotensi hadirnya kekuasaan oligarki, yakni ‘raja-raja kecil’ yang menguasai sosial, ekonomi, dan politik ditingkat lokal.
c) Regionalisme diatas Nasionalisme

Terpeliharanya keberagaman subnasional (budaya, suku, ras, dsb) di negara bagian ternyata menimbulkan paradoks, ketika negara federal memiliki konsep negara dalam negara (negara bagian) malah memunculkan persepsi anti persatuan dan kesatuan bangsa dikalangan awam. Hal ini juga dianggap berpotensi negara bagian akan berubah menjadi negara suku (Sari, 2015). Regionalisme15 dalam konsep negara federal memicu konflik loyalitas rakyat antara ke daerah atau ke negara, sehingga akan berpotensi munculnya gerakan separatisme yang mengancam keutuhan negara (Down, 2011).
Adapun, berikut penulis sajikan tabel sedikit perbedaan mendasar antara bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federal, (lihat tabel 2.1.).














15 Regionalisme adalah ideologi politik yang berusaha meningkatkan kekuatan politik rakyat di kawasan subnasional atau daerah.



Tabel 2.1.
Perbedaan Bentuk Negara Kesatuan dan Negara Federal
(Tabel diadaptasi dari pernyataan R. Kranenburg dan F. Isjwara yang dikutip oleh Miriam Budiardjo (2008) dalam bentuk paragraf)

	Perbedaan Bentuk Negara
	Negara Kesatuan
	Negara Federal

	R. Kranenburg
	Organisasi pada bagian- bagian negara atau pemerintah daerah secara garis besar telah ditetapkan oleh pembentuk undang- undang pusat.
	Negara bagian memiliki Pouvoir Constituant, yakni wewenang membentuk undang- undang dasar sendiri serta mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan dalam batas konstitusi federal.

	
	Wewenang membentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang- undang pusat itu.
	Wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi federal.

	F. Isjwara
	Wewenang legislatif berada di tangan badan legislatif pusat, sedangkan kekuasaan badan legislatif rendahan (lokal) didasarkan atas penentuan dari badan legislatif pusat dalam bentuk undang-undang organik.
	Wewenang legislatif terbagi dalam dua bagian, yakni antara badan legislatif pusat (federal) dan badan legislatif negara-negara bagian.





2.3. Sistem Pemerintahan

Segala penyelenggaran suatu pemerintahan pastinya membutuhkan sistem untuk dapat dijalankan demi mencapai tujuan suatu negara, maka dari itu dalam ilmu tata negara dikenal dengan sistem pemerintahan. Agar lebih spesifik sistem pemerintahan kita telaah dalam arti sempit, seperti menurut I Gde Pantja Astawa memaknai sistem pemerintahan sebagai hubungan kekuasaan, wewenang, dan fungsi antara dua atau lebih organ negara maupun pemerintahan secara timbal balik, terkhusus pada hubungan antara eksekutif dan legislatif (Andriyan, 2016). Serupa juga menurut Jimly Asshiddiqie (2007), bahwa sistem pemerintahan berhubungan dengan istilah (regeringsdaad) atau tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan eksekutif yang berhubungan dengan fungsi legislatif. Adapun tiga macam sistem pemerintahan yang dikenal di dunia, yaitu:
a) Sistem Pemerintahan Presidensial (Presidential System), ialah sistem pemerintahan yang terpusat pada Presiden sebagai kepala negara (head of state) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (head of government);
b) Sistem Pemerintahan Parlementer (Parliamentary System), jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem ini dibedakan dan dipisahkan satu sama lain; dan
c) Sistem Campuran (Mixed System or Hybrid System), sistem ini menganut unsur-unsur dari sistem Presidensial dan sistem parlementer sekaligus.
Pada hakikatnya, menurut C.F. Strong jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan adalah sama-sama merupakan cabang kekuasaan eksekutif. Sehingga oleh C.F. Strong membedakannya dalam segi pengertian secara nominal executive



dan real executive, kepala negara sebagai nominal executive dan kepala pemerintahan sebagai real executive.
Adapun setiap sistem pemerintahan diatas memiliki ciri masing-masing, pertama sistem Presidensial menurut Shepherd L. Witman dan John J, Wuest, dengan ciri-ciri berikut:
a) Berlandaskan pada prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas;

b) Eksekutif tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen juga tidak perlu berhenti ketika kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen;
c) Tidak ada pertanggungjawaban timbal balik antara Presiden dan kabinetnya, karena pertanggungjawaban semua berada ditangan Presiden yang juga sebagai kepala pemerintahan; dan
d) Presiden dipilih langsung oleh para pemilih.

Sementara itu, sistem parlementer memiliki ciri-ciri sebagai berikut (masih menurut Shepherd L. Witman dan John J, Wuest):
a) Berlandaskan pada prinsip penyatuan kekuasaan.

b) Adanya pertanggungjawaban timbal balik antara eksekutif dan legislatif, yakni eksekutif bisa membubarkan legislatif, tetapi juga eksekutif harus mundur bersama kabinetnya ketika kebijakannya tidak diterima oleh mayoritas anggota legislatif;
c) Terdapat juga pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dan legislatif;



d) Eksekutif (Perdana Menteri, Menteri atau Kanselir) diangkat oleh kepala negara (Presiden atau Raja) sesuai dengan dukungan dari mayoritas anggota legislatif.
Dalam konteks negara Indonesia sistem pemerintahannya menganut sistem Presidensial, memang tidak secara gamblang frasa sistem Presidensial tercantum dalam UUD 1945 sebagai konstitusi. Tetapi secara tersirat UUD NRI 1945 BAB III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, tepatnya pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.” Jelas dalam ayat ini memandatkan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, masih dalam BAB yang sama pada pasal 7C berbunyi: “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” pasal ini menunjukkan ciri-ciri sistem Presidensial yang begitu kentara. Masih banyak lagi pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang menyiratkan sistem Presidensial.
2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari keresahan peneliti melihat praktik desentralisasi sistem pemerintahan di Indonesia dalam bingkai negara kesatuan dewasa ini tidak berjalan semestinya, banyak upaya kebijakan pemerintah yang telah mereduksi cita-cita reformasi yakni semangat untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Peneliti melihat dari aspek kedaulatan rakyat sehinggga membawa teori demokrasi, keadaan masyarakat Indonesia yang begitu plural atau majemuk banyak luput dari perhatian-pehatian pemerintah dalam membuat kebijakan, rezim-rezim pemerintahan semenjak awal kemerdekaan



Republik Indonesia hingga kini era pemerintahan Presiden Joko Widodo belum bisa lepas dari kebijakan-kebijakan melalui perspektif yang ‘jawa sentris’ (Azra, 2021; Sari, 2015; Panggabean, 1998).
Walaupun pada pemerintahan Jokowi memang telah berusaha lepas dari belenggu tersebut, salah satu proyek terbesarnya adalah pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan, tetapi ide ini seakan hanya memindahkan sentrisme ke pulau lain. Sementara itu juga ada upaya perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk memperhatikan wilayah Papua yang sampai kini masih terus diperjuangkan dari rongrongan separatisme, namun perubahan Otsus Papua tersebut juga masih disisipkan upaya resentralisasi.
Upaya-upaya resentralisasi yang selalu terjadi pada kebijakan pemerintah dari rezim ke rezim pemerintahan di Indonesia, bahkan semangat desentralisasi yang dibawa era reformasi belum bisa meredam upaya-upaya resentralisasi atau deotonomisasi, termasuk di era pemerintahan Jokowi. Sehingga keresahan penulis tertuju mempertanyakan relevansi konsep bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia memang sulit lepas dari paradigma sentralisme, ataukah memang hanya masalah kualitas kesadaran sumber daya manusia di Indonesia yang sulit menjalankan praktik desentralisasi seperti temuan-temuan penelitian terdahulu mengenai permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Maka dari itu, untuk menjawab keresahan tersebut peneliti mencoba untuk meneliti antitesis dari konsep negara kesatuan yakni konsep negara federal yang memiliki derajat sentralisme yang lebih rendah apa bisa menjadi alternatif, dengan melakukan rasionalitas penerapan gagasan federalisme di Indonesia yang sejak lama gagasan ini di



Indonesia diselimuti oleh prasangka akibat penerapan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 yang dianggap memecah belah bangsa.
Sehingga penulis dalam penelitian ini berangkat dari kerangka pemikiran yang diawali pendekatan yuridis dan historis peradaban politik bangsa Indonesia dengan menelusuri budaya-budaya politik nenek moyang Bangsa Indonesia. Dari sana penulis akan melakukan rasionalisasi atas budaya politik bangsa Indonesia yang sebenarnya seperti apa sehingga dapat menjadi pertimbangan pemilihan sistem politik yang sesuai dengan budaya politik tersebut serta kesesuaian dengan kondisi bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini dilakukan demi menemukan sumber permasalahan politik di Indonesia yang selama ini sulit ditemukan solusinya, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada kajian konsep bentuk negara sebagai dasar dan pondasi suatu negara dapat berdaulat. Untuk lebih jelasnya bagaimana kerangka pemikiran dari penelitian ini, berikut ada bagan kerangka pemikiran penulis yang akan memperjelas alur kerangka berpikir penulis dalam menyusun penelitian ini (lihat gambar 2.2)
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